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Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Xeuangan

Negara {Lembarun Negara Repubilk [ndonesia Tahun 2003
Nomor 43865);

Undang-Undang Nemoc 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaars  Negara  (lembuwrun  Negara  Rapublik
Trulonesia Tahun 2004 Nomor 5, Temhbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2084 temang Pemerilsaan
Pengelolsan dan Tanggungawal Keuangan Negara (L.ombaran
Negrra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembarnn Negara Republik Indoncain Nomaor 4400},

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangao
Kruengen antars Pexrerintaly Pusat dan Nacreh (Lenbaran
Negara Republk Mndoncsia Tahur 2004 WNomor 126,
Tambehan Lembaran Nepara Republik Indonesia Noroar
4438);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tenleng Pembentukan
Peraturan Perodang-Undangan ((embaran Hegams Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nogior 5234) sebagaimana Lelah
diuheh domgan Undemg-Undang Nomor 15 Tahum 2019
tentang Perubshan Ates Undung-Urdang Nemor 12 Tahun
Tehun 2011 tentang Pembentukan Peranuan Parundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia
Noter 6398);

Undang-Undang Noemor 23 Tshun 2014  tentang
Femerintahan Daerah (lemharah Negars Republik Indoncsia
Tuhup 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncaia
Nmmor 5587) sebagaimana telah dinbah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tuhun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemrermtab
Daerah [Lembaran Negara Repubhk Indoaesia Tabuan 2015
Nomor 38, Tamahahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor SG678],

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admimatrasi
Pemeninluban [Lemberen Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomnr 2021, Tambalwn Lembaran Negara Republik
Indoneela Nomor 246];

Peraturan Pemerintah Nemor 56 Tahun 2003 teatang Sistem
Informasi  Keuvangan Darrah [LembBaran Negara Republik
Indonesis Tahun 2005 Romor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesie Nemor 4579);

Pesatuxaly Peoeriptahh Nomor 79 Tahun 2005  tentanp
Prdnman Pembingan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Dscrah (Lermmbaran Negara Republik Indonesia
Tahunt 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaren Negara
Republik Inidonesia Nomor 4593);

13. Peraturan ......



13.

14.

15.

1f.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

Peraturan Pomerinish Nomor 8 Tuhua 2000 lenlang
Pcleporan Keusngan dan ldnerje [(ostana  Pomennish
flembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2006 Nomar 23,
Taxbahan Llembaran MNegara Republlk Indomesia Nemor
$385);

Poraturan  Pemenntsh Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pomeriotahan  Antara  Remerintah,
Pemerininhan Da¢rah Provinsi dan Fomeriniahan Duerah
RabupatenfKota (Lembaran KHepara Republik  Indmedia
Tuhun 2007 Nemor 82, Tambahan lembaran Kegara Republik
indanema Nomor 4737);

Peraruran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Alamvtansi Pemerintah (Lambaran Negaras Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambshan Lembarun Negara
Republik Indoncsia 5165);

Feraturan Femerintah Nomur 18 Tahun 2016 tentsng
Perangkat Daersh (Lemberan MNegara Republk Indonesia
Tabun 2016 Nomer 114, Tembahan Lerubaran Negara
Republik Indoncsie Namer S887);

Peraluran Pemerintah HNeomor 12 Tahun 2017 tentang
Pernbinaan den Penguwusan Penyelenggaraan Pemerintah
Darrah [Lembaran Negara Tabun 2017 Nomor 73, Tambaban
Lembaran Megara Nomar £0411;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (entang
Fengelolaan Keuangan Daemh (Lembaran Ncgars Republic
ndonesian Tahun 2019 Nomer 42, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 6322);

Persturan Pemerintah Nomoe 72 Tahunr 2019  teniang
Perubrhan akas Peraburun Pemerintah Homor 18 taknin 2016
tentang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Tahuo 2019
Nomoar 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5402}

Peraturan Menteri Dalam Negati Nomor 13 Tabiun 2006
tentsng  Pedoman  Pengelolaun  Kewangan  Dwerah,
acbagaimana tcluh diutuh beberapululi terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalsm Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Ferubahan Kedua Peratuean Menteri Dalam Negen
Nomor 13 Tabun 2005 (Berita Negara Republik Indoncsm
Tahun 2011 Nomaor 310);

Feraturan Menter]l Dalnma Neperi Nemwor 80 Tahun 2015
irntang Pembentukan Produk Hukum Dasrah, (Berita Negara
Republik Indongaia Tehun 2018 Nemor 203A) aschagaimana
telah df ubah dengan Peraturan Menteri Dolam Negeri Nomor
120 Tahui 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentcri
Dalam Negeri Namor 80 Tabun 2018 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Dgerah (Berita Negara Tahun 2018 Nemor
137y
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 14 Tubhun 2016
tentemy Perubahan Kedus ams Peraturan Menterl Dalam
Negeri Nomor 32 Taimm 2011 tentang Prdomun Pemberian
Hibah dan Bantuan Soslal yang bersumber dar Anggarem
Pendapatan dan Belenja Daemh (Berita Negara Republik
Indoncsia Tehun 2016 Namoc 541);

23, Pératumn ...
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24.

a6.

27

28

29,

1.

3z,

Prruturan Menlen Dalarn Negerl Nomor 62 Tshun 2017
tentang Pengelompokan Kunampuan Keuangan Dagrah eerta
Pelaksansan den Pertanggumgjawsban Dana Operasicnsl
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067h

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahum 2019
tentung Slstem Informasi Peracrintab Dasrah [Berits Negara
Republik Indoneia Tahun 2019 Nomor 1114);

. Peraturan Menteri Ctalam Negeri Nomoe 90 Tahwp 2019

tentang Klasiflxest, Kodefikasi dun Nomenkiatur Perencansan
Fembungunen dan Keuangan Dacrah {Berite Negaru Republik
Indonesia Tuhun 2013 Nomar 1447);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5% Tahut 2020
tentang Pengnamasn Peoggunean Anggaran Pendagaien dan
Belanja Daerah [Rerita Megara Republik [ndoneaia Tahun
2020 Namor SB1);

Peraturan Mcnteri Dalam Negert Nomor 77 Tehun 2020
tantang Padoman Tcknis Pengelolaen Keustgan Daerah
(Berita Negara Repuhlik Indontwia Tahim 2020 Nomer L781%

Peraturan Deerah Kabupaten Bisk Numfor Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Pertama Alas Feraturan Bupati Biak
Numfor Nowsor 3 Tehun 2016 tentang Penbearukan dan
Susunan Perngkat Deerah Kabupatm Bisk Numfor (Berita
Daerah Kabupaten Biak Nunfor Tehos 2018 Nettor 4);

Peratwsan Dacrabh Kabupaten Biek Numfor Numer 1 Tehun
2019 tentung Pokok-Fokeok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Giak Numfor [lembaran Dasrah Kabupaten Bisk
Numfor Tahun 2019 Nomor 1) ;

Peraturen Daerah Eabuputenn Biak Numfar Ramor 1 Tehun
2020 tentang Rcnruna Pembangunen Jangka Meaengah
Dacrah (REJMD) Kebupeten Bisk Numfor Tahun 2019-2023
(Lerobaran Daerah Kabupalen Biak Numfor Tehun 020
Nomar 1);

Persturan Dacrah Kabuparen Bisk Mumdbor Namer 4 Thun
2021 tentang Anggerén Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD] Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Dasrah Kabupaten
Biak Numfor Tahun 2021 Nowxr 4);

Peraturan Bupat Kabupaten Hisk Numdfor Neowr 728 Tahun
2021 lentang Penjabaran Anggaren Pendepatan dan Belania
Dacrah {APBD} Kabupaten Bisk Numicr Tahun Anggaran
2022 {Herita Daerah Kabupaten Biak Numfer Tahun 2{21
Noor 73},

MEMUTUSEAN -

: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN

BAGCAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN HIAK
NUMMOR TAHLIN 202t



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraviarsn Bupati ini yang dimakesud deagan :

1.
2.

3.
4,

L0,

11.

12.

13.

14.

13,

Daeruh adulxh Kabupaten Biak Namfor.

Pemerintah Dacrah wsdulah Bupati dan Perangkat Decrulr sebagai unaur
Penyelenggarakan Pemerintah Necrah

Bupatl adalah Bupati Biak Numfor.

Dewan Persakilan Rakyat Dasrah yeng seianjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga porwukilan rakyet doersh s¢hagai peoyrlenggara Pemerintah
Dasrah.

Keuangan Dasrah adalah sgemua hak deo kewajlban daerab dalam rangka
Penyskmggaman Pemerintah Dgetrah yang depat dinllai dengan uang
termasuk di delamnya segala bentuk kekryasn yang berhubungan dengan
hak dan kewajihan tersebut.

Anggaran Pradapatau dan Belunja Decrah, selanjutnys diengkat APED
adalah Rencana euangan Tabunan Pemerintahan Dacrah yang dinshas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD daa ditctapkan dengau
Peraturan Daerah.

Organisusi Perungkal Deereh yang selanjutmya dismgkat OPD edalah
perangkat dscrsh  pada  Pemesintah  Dasrah selaku pengguna
ANgepran{LENZZUNA HATENE,

Satuan Kerja Penpelolaan Keuangen Daetsh yang selanjutnya dismghkat
SKPKD adalah Parangkat Daerah pada Pemerintuh Daerah selaku Pengguna
Mmmh /Rengguna Barang, yang jugs melakzanalan pengelolzan keuangan
dac

Pemeyang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah Kepala Daerah
yeng karcta jabatannya mempunyai kewemnngsn memychenggaralkan
keselwuhan pengelolaan keuangan doeecsh.

Pugabar Pengelala Keuangun Decrah (PPKD) Adedab Keprla Satuan Kerja
Pengelola Keuanpan Nacrah {(SKPKD) yang mempunyol tuges melaksanalan
pengrlolaan APBD dan bertindak schagri Bendahara Umum Deerah,
Bendahara Uniwm Daecah yang selanjumya dismgkat BUD mdslah PPKD
veng bertindak dalarn kapasitas s2bagal Bendahara Uovum Dasrah.

Pengauna Anggerwn adaklih pejabal pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungs Organtisasi Peranghat
Dacrah (OPD} yang diptmpunnys.

Peoggrma barang adalah prjabat pemogang kewenangan pengguna barang
milik dacrah,

Kuasy Bendohers Umum Dagrah adalah pejabat yang diberl kuaea mmmk
meiaksenakan webagion tugas Bendahara Unmmm Daerah.

Kuasa Pepguna Anggeran adakh poabal yeng diten kuases uotuk
malakeanpkan  sehagian  kewenangan penguna eoggeran dalam
melakeanakan sebagal tugar dan fungri Organisasi Perangkat Dacrah (P,

16. Pejabat ......



16.

17.

18,

19.

21

22.

24.

25.

27.

28.

)

Pejubat Pengtansahsan Kevangan Onganisasi Perangkat Dacrah (OPD} yug
selanjutnys disingkat PPK-OPD adslah pejebat yang melakeanalon fungsi
penatauaahasn keuanpan pada SKFD.

Pejahat Pelaksansan Teknis Kegiatan ymng sclanjutaya di singkat PPTK
adalats Pejabat pada umit kezje Organisest Peranglal Dacrak (OPD) yang
melakeanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) pada
Crganksas] Perangkat Dacrah (OFD).

Bendahara penerimaan adaleh pejubaul fungsional yang ditumjuk untuk
oEnCrima, menyimpan, menyctorikan, wrenatausahakan dan
mempermnggung jawabkan uang untuk keperluun belonja daerah datem
rangka pelaksanwan Anggaren Pendapatan dan Belanja Duerah (APBL) pada
Qrganisasi Perangkat Dacrah (OFD),

Bendahara Fengelvaran sdalah pejubut fungeional yang ditunjulk untuk
menerima, menyimpan, membeyarkan, menatauzshean dan
mempertangguag jawebkan uang untuk keperluan belanja deerah dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pandapatan dan Belanjs Daerah (APBD] puda
Organuzasi Perangkeat Daemh (OPD),

. Akuntansi adalah proscs identifikasi, pencatatan, pengukuran,

penghlanfikasian, pengikhtisan wanseksl don kejadian keuangan, panyajian
lepcran, serta pengnterprestasian atas hasinya

Standar Akuntanai Pcmerintahan yatg selanjutnya disingkat menjadi SAP
adaloh prinsip-prinaip akuntansi yang diterapken dalem menyusun dun
mernyajikan laporan keuangsn Pemerintah,

Pernyatman Standar Akunlansi Penscrintah yang selanjuinya disinghet PSAP
adalah SAP vang diberi judul, numeor dan tanggal cfcktil.

Eebllakan Akuntanei Pcmerinteh Decruh edelah prineip-prineip. dasar-dasar,
konvensl-konvensi, aturan-sturen dan praklek-prakiek spesifik yang dipilih
olch pemerintah daerah sebagai pedmman dalam menyUsun dan menyajilan
lapotan kenangen pemerintan daerah untuk memenubi kebotuhan pengguna
laporen keuengan dalam rangka meningkatkmn keterbandingan Iaporan
kenangem terhudup anggaran, antar paricde maupun sntar enticas.

Sistemy Akuntansi Perpetintah Dasrah vang selanjutnya dieingkat SAPD
adalah rengimian miskemalik dari prosedur, penyelenggars, peralatan dan
clemen lain untuk mewujodiken fungsi akuntensi scjak anelizia transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di bingkunogan organisasi Pemerintsh
Dacrah.

Anggaran Pendapatau dan Belanja Daerab yang selanjutnya disingkat APBD
adaloh rencana keuangae tahunem pemerintah daerah yang dibahas dan
discqjui bersama oleh pemerintah dagrah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerch.

Berbasiz Akrus] sdaiah basia akuntensi yang etgabui pengaruh transakal
dan perdstiws lainnys pade sast transabss dan perieliwa itn tzrjadi, tanpa
mcmperhatkan sant kas arau setara kas diterima aton dibayar,

Basis kas adalah besis akuaatansi yang mengakui pengoruh transakai dan
periatiwg leinnya pada sast kas alan sctara kas diterima amu dibayar.

Hasiz Kas Meouju Akrual adalah basis akuntans: yang mengakui
perdapatan, belanja, dan pamhiayasu berbmais kas, zerta mengakui saet,
ntang, dan eknitea dena berbasis akrual.

29, Pcngakuan ......
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32,

35.

24.

35

37.

38,

41.

Pengakuran adalah proses penctapan torpenuhinya kritcria procatatan suatu
kejadion atau peristivn dalam catatan akuntansi achingga akan menjadi
hagian yung melenpkapi unsur oset, kewallbon, ekuitas, pandapatan-LEA,
belanja, pemtisyaen, pendapatun-LO dun beban, sebagalmona akan termuat
pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersanglautan.

Pengukuran adalsh proess penetapan wilai uvang nnkuk mengakui dan
memasukian setiap pos dalam laparan .

Pangungkapan adakh lagoran keuangan yung menyfjikan secara lengkap
iformas) yang dibntubkan cleh pengeuma.

Laporan Realieasi Anggaran zelanjnmys digingkat LRA adalub laporan vong
menyajlkan  informasi  reglisasi  pandapatan-LRA, belanja, ansfer,
surpius/defisit-LRA, pembiaysan, dan sksa lebih/ kutang pembiayaan
anguaran, yang masing-maxing dipcrhandingkan dengan enggarannya dalam
=atu periode,

Laporan Perubahan Saldo Angparan FLehih sclanjutnya disingkat LPSAL
adalah laporan yang mrenvefikan informast kenolkkan dan penurunan SAL
tahun pelaporen yang terdini dari BAL uwal, SilPA/SIKPA, koreksi dan SAL
ukhir,

Meruca adelsh laporan yang menyajikan infermest pesisi keuangan suatn
cnfitse pelaporan mengenai aset, uiang dan ckuitaa dzna pada tanggal
tefTenm.

Laporan Opsrasional yang sslanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai selaruh kegiatan operasional keuangan
cnttas pelaporan yang teovrmin dalam  pendapatan-LO, beban den
surplus/defisit opcraginnal dari suatu entitsy pelaporan yung pensajiannya
disandinglkan denpan peride sshetomnga,

Laporan Arus Kas yang sclanjntoya disingkat LAK adalsh laporan yang
menyajflan lodormesi mengenai sumber, penggunaan, perubahan les dan
sctara kas stlama satu periode akuntansi, serta ealdo kas dan setara kas
paids tanggel pclaporan,

Laporan Forubahan Ekwitas yang sehn,jumya disingkat LPE adaleh lapotan
yang menyajikan informex mengimal perubaban chuiley yang terdirt dar
clnaitas awal, surplun/dnf‘a:t -LC}, kancksi dan ekuitaz akhir.

Calatan ataa Laporan Kevangan yang eelanjutmya disingkat CaLK adalah
Japoran yang menynlikan informasi tentang pergelasan atan daftar terinc
ayau anadizis stag nilai suatu pasyangdisajiknudnlmnm{muxwu:,
Neraca den LAK dalam rangksa pengunghapan yeng memadai.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintshun peogguna angegaran pengguna
barang yeng wajib menyckmgamkm akuntansi dan menyusun leporan
kewurngan untuk digabungkan pada entitea pelapotan.

Entitas pelaperan adajah nnit pamermntuh yuny terdini aatu stay lehih entitag
akuntanai etau cntitas pelaporan yag menurt ketentuan Peraturan
Perundemg-undargan wajib menyampsilkcan laporan  pertenggungjawaban
berape laporan keuengan.

Pendapatan-LRA adalsh semus penerimesn Rekenmp Ka: Umum Dserah
vang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran berdangiatan
yang mrnjadi hak peroerintah darrsh dan tiduk perlu dibeyar kembali okh
Pemerimtah Daerah,

42, Pendapawan ......



42.

44,

48,

46,

47.

48.
49,

50.

21.

Pendapatan-LO  adaleh hak pemerintab deerah yang diakui  sebagai
penambah ekuitas dalam penode tabun anggaran bersangkutan den tidak
petiu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengehiaran dari Rekening Kas Umum Daersh yatg
mengurangs  saldu  Anggaran Lebih dalam  perfode tahum  aoggarsm
bersangkuran yang tidsk akan diperoleh pembayarennyva kemball olch
peorerintah dacrah.

Beban adalah peaurunan manfaat skonomi atau potensi jasa didum periode
pelaporan yang menurunkan ckoitas, yang dapet berupa pengeluaran stén
konsumei aget atau imbulnya kewajiban.

Pernhisyean Daersh adaleh semua penerimsan yang perti dibayar kembali
dan/atan pengeluaran vang akan diterima kembali, bak peda tahun
anggaran yang bersangkutan muupun peda tebun-tahun  anggasen
berikutnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikus=ai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah dactsh schegei skibat darl peristime masa lulu dan dari mana
manfast ekonomi dan/atau sosizl di masa depan diharapkan dapul diperoleh,
bmik oleh pemerintah dacrah maupun masyarakat acrta dapar dinicur dula
satuen uang, termasuk ewmber dava non keusmgan yaog diperukan untuk
penyedinan jesa bagl masyornkst umum dan mamber-sumber diya yong
dipelihara karcna mlasan scjarsh dan budaya.

Keomjiban adaleh utang yeng timbul dar] peristiwa masa lelu yeng
penyelesaiannya meogakibutkan aliran kelsar eumber daya  ekonomm
pemerintah daerah,

Ekuitas adelah kekayaan bersih pemerintah tiscrah yang merupskan selisih
antura aset dan kewgjiban pemerintah dacrah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan ukuntansi agar alun/pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitae menjadi essusi dengan acharuanya.
Penyernaisn adeluh transeksi petiyesustan pada akhir periode untuk
mengakl pos-pos zeperli persediean, piutang, utang dan yeng lain yang
berkaitan dergan adanys perbedasm wakiu pencatatan dan yang belom
dicatat puda transaksi berjalan atau pada perivde yuny berjalan.

Akun Standar yang selanjuinya dielngkst BAS adxluh daflser kodefikeai
dan klasifikasi terkait cansaltsi keuangan yang disusun secara sistematis
schugai pedoman dalem pelaksangan angearan dan pelaporan keuangan
pemerintah daetah,

BAE L
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupeken pedaman yang mengatur peaerapan Akintansi
Busis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kubupaten Biak Numlor,

BAE LI

RUANG LIRGKUP
Pasal 3 .....



Pasal 3

Peratutag Hupali inj meliput :
{1) Sistem Akuntansi
{2) Bagan Akun Standar (BAS)

{1

(2

DAB [V

SISTEM AKUNTANSE
Pazul 4

Sistem Akuntansi sebagaimans dimaksud dalam Pasal 3 huruf 8 memiaat
plihan  prosedur dan veknik akuntansi datam melakukan identifikast
transaksi, pencatatan pada juwnal, posting kedalarn  buku besed,
penyusunen nerace saldo sera nenywjian laporan keoangan;

Penysjian laporan kenangan sshagrimana dimakeud peda evat |1 terdiri
aims:

A. Penyajiun Laporan keuangan Entitas Aluntans Organisast Perangkst
Daersh {OPD) Pengguna Anggaran meliputi :

Leporan Realigast Anggaren.

Neraca.

laroran Opemsional.

Laporan Perubuhan Ekuitay, don

Catatan Atas Laparen Keusngatl.

b.Penysjian  Laporan Keuamgsn Bafise  Akuntansi penaclolann
perbendaharan daerah Bendahara Umum Daeruh BUD) meliputs

Lapcran Realisas| Anggaramn.

Nereca.

Laporan Arus Kxs

Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas.

Laparan Peribahan Saldu Anggaran Lebih, dan

Catatan Atas Laporan Kouangan,

¢. Penyajiun Laporan Keusngan BEnlilns Pelaporan Pemerintah Kalbupaten
Biak Numfur dalup hal ini Laporan Konsolldesian SKPKD solaku PPKD
meliputi ©

Lapornn Realisas] Anggaran.

Meracs.

Lapuran Arss Kae

Laparan Operasional.

Laporan Perubghan Ekuitss.

Lapogan Perubahan Saklo Anggaran Lebih, dan

Carntan Atas Laperan Keuangan,

ool o8 2
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Pasal s ...
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{3}

@)

&

m

LD

Paul &

Sistem Akuntansl Pemerintah Kabupatea Biak Mumfor, scbaguimans
dimaksod dalnm Pasal 4 ayat (1) terdiei atas :

B. Sistem Akurtansl PPKD; dan

b. Sistem Akutanei Organisasi Perunglul Davrah (OPLY.

Sistkern Akuntansi FPKD eebegalmenn dimaksud pada ayat [1} huruf a
mencakup  tekalk pencatetan, pengekusn dan  pengungkapan  ams
Pendapatem-L0O, heban, pendapstan-LRA, delanja, transter, pembiayarn,
aset, kewajiban, ekultas, penyesuasan dan koreks!, penyusunan laporan
FPEKD eertz penyusanan laporan keuangan konsolidasian
Petnerintah Kubupaten Bisk Numninr.
Siztern  Alountanel Organieasi Ferangkat Dasrah (OPD} sshagaimana
dimaksud pada ayat {1] buwrul b mencakup telmik pencatetan, pengakuan
dan pengungkspsn atsa poodapatan-LO, bebmn, pendapatin-LRA, belanja
asret, lkowajiban, ekuitas, penyesuaian dan korchkai scrta peoyustitan
Laporan Kevangan Organisasi Pernnghkat Dasrak (OPD).
Sistem Aluntanst scbegamens dimalkaud pada ayat {1) berleki, bagientitas
shuntinz Organjresi  Peranghat Daemmh [OPD] pengguna  enggaran
tckretariat, Dinas, Dadon, Kantor, Distrik, Sekolah dan  Bendahara Uraam
Daertah (BUD), s¢rta entitas pelaporsn  SKPKD selaku PPKD Pemerintah
Kabupaten Biak Namfor,
Smitcm Akuntenai achbagamana dimakeud pada avai (1) tercanvum dalam
BAH I mempai dengan BAB XV dan lampimennye s¢bagai bagian yang tdak
terpisahkan darl Peraturan Bupeti ini, masing-maning :

BABI : Sistem Akuntansl Pendapatan
BABIL . Sistem Aloumtansi Beben Dan Belania
BAR iU, ¢ Sistem Alumtansi Tramaicr
BABIV. : AlRmntansi Pembieyaan
BAG V. . Sistem Akntansi Kas Dan Setara Kaa
BAB VI. + Sistem Aluntansi Fiutang
BAB VIL : Sistam Alountansi Persedigan
BAB VI, - Sietem Akunianel lnvestns
BABIX, : Siytemn Alntansi Asst Tetap
BAB X. . Sistemn Aluntansi Fenvusutan Aset Tetap dan Amortizasi
Aser Tidak Berewjud
BAB XI. . Sistem Aluntansi Dana Cadangan
BAE XII. ¢ Siatem Alountansi Aset Lainnya
BAEB XII. : Sistem Aluntansi Kewsjiban
BAB XiV. : Sistcm Alnuntansl Koreksi Kesalahan
BAE XV, : Akuntansi Laporan Konsoldastan
BAB YV
BAGAN AKUN STANDAR
Pusul 5

Bagan Akun Stander Pemecrintah Eabupaten Biak Numfor eebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 hurof b mempelan pednman ywng Drepgatur
kodefikas! akun yeng menggamberkan strulotur lpporan krusngun s€cara
kenglcap.



(2

(3]

{6).

(1]

(2

L1

Bagan Akun Standar sebapaimana dimsloud pada ayal (L) digucakan
dalam peocatatan  transaksi pada buku  jumal  pengklastikasian
peds boku besar, pengikhtisaran peda ncraca saldo, den  pénpajian
laporan keuanggn.

Bagan Alun Standar schageimana dimaksod pada ayat (1) dirmei schagai
bkt :

&. Level 1 {satu] memunjukkan kado akun;

b. Leval 2 (dua) menuninkian kode Xelompok;

& Level 3 (tiga) menunjukken kedn jeniz

d. Level 4 [empat) menunjukken kode objek;

e. Level & (lrme) menunjnkkan kode nigcian nhbiek; dan

[ Level 6 (lima) menunjukkan kode sub rnciao abjek

Kode Akun sobegaimana dimakaud pada ayat (3) huruf a terdini avas :

4. Akun 1 (sata} menunjukkan Aset;

b. Alaun 2 (due) aeenuoyukckan Kewsjlban;

<. Akun 3 {Bgal mennnjuklem ekaitss;

d. Akun 4 (smpat) manunjukkst Pendapabm Ductah;

&, Akun S (lime) menunjukkan Belanja Dacrah;

(. Akun 8 (erar) menunjuklan Pembiayean Dasrah;

g Akun 7 fujuh) menunjukian Pendapatan Dagrah-L0

h. Akun 8 (delapan) menunjukken Beban Dacruh.

Bagan Akun Btandar sebuggimeno dimalosud pada ayar (1) beriaku bagt
enritas akvmiansi Organizasi Peranghkot Daerah (OPD) pengpuns anggaran
Sckrerarint, Dinas, Badan, Kantor,Distrik, Sekolah dan Bendahara Umum
Dacrah {BUD) sera entitar pclapanm  SKPKD selaku PPKD Pemerintah
Kabupaten Biak Numfor,

Bagun Akun Standar sebagaimana dimekand pade uyai (1) lercunlum dukbam

BAR W
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dulam bat Kodeflkasi akun dokumen anggaran befum  sesual
dengan Bagan Aloan Stander sebagaimana dimalaud dalam Pasal 6, akan
dilakwkan konversi dalam penyajlian LRA,

Format ¥Konversi Pemygjian LRA stbapaimana dimaksidl pada sy
{1) diatas berpedomam pude Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam
Negeti Nomor 64 Tahun 2013 bmlang Peperepan Stander Akuntansi
Pemerintahan Basie Akrual pads Pomeriniah Dacrah.

BAB VTl
KE1LM (L AN PERALIHAN

Posal B ...






